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	PEMERINTAH   KABUPATEN   PONOROGO
KECAMATAN  BADEGAN
Jalan Raya Ponorogo- Solo Nomor 123 A
BADEGAN




	Nomor  SOP
	1.4.1

	
	Tanggal Pembuatan
	[image: Description: TT Sus-1]28  Desember 2017.

	
	Tanggal Revisi
	 

	
	Tanggal Efektif
	 2  Januari  2018.

	
	Disahkan oleh
	CAMAT BADEGAN




[image: Description: TT Sus-1]SUSANTO, SH
Pembina Tk I
NIP. 19600203 198301 1 003


	SEKSI KESEHATERAAN MASYARAKAT ( KESMAS )
	Nama SOP
	Legalisasi      Surat Keterangan  Masyarakat Tidak Mampu Bidang Pendidikan

	Dasar Hukum :
	Kualifikasi Pelaksana :

	1. Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 58, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah  Daerah Propinsi  dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 ;
4. Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 35 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor  Tahun 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Orgnaisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
	

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang  ketentuan naskah dinas
2. Memiliki kewenangan untuk membuat dan mengeluarkan Surat Keterangan  dimaksud.

	Keterkaitan :
	Peralatan/Perlengkapan :

	1.	SOP    Surat Keterangan  bagi Masyarakat Tidak Mampu Bidang Kesehatan
	1.   Komputer dan kelengkapannya. 2.  meja dan  kusi.   3.  ATK

	Peringatan :
	Pencatatan dan Pendataan :

	1.	Agar mengutamakan siswa yang tingkat ekonominya paling rendah dan terancam putus sekolah
	
1.	Buku Register




	
NO 
	
KEGIATAN
	PELAKSANA
	MUTU BAKU
	

KET.

	
	
	
PEMOHON
	PETUGAS KECAMATAN
	KASI 
KESMAS
	
SEKCAM 
	
CAMAT
	
KELENGKAPAN
	
WAKTU
	
 OUTPUT 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Mengajukan permohonan Surat Keterangan
	
	
	
	
	
	Pesyaratan Surat Keterangan
	1menit
	Berkas Pesyaratan Surat Keterangan diterima

	

	2
	Menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi                     
	        

 Tidak Lengkap       
	
	Lengkap
	
	
	Berkas Pesyaratan Surat Keterangan
	1 menit
	Kelengkapan pesyaratan
	

	3
	Verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi
	
	
	
	
	
	kelengkapan Pesyaratan Surat Keterangan
	1 menit
	Berkas Surat Keterangan
	

	4
	Membuatkan  Surat Keterangan
	



	
	
	
	
	Berkas  Surat Keterangan
	3  menit 
	Berkas Surat Keterangan
	

	5
	Meneliti , mengoreksi dan memberikan paraf
	



	
	
	
	
	Berkas Pesyaratan Surat Keterangan
	1 menit
	Surat Keterangan diparaf
	

	6
	Penandatanganan Surat Keterangan
	



	
	
	
	
	Pesyaratan Surat Keterangan yang diparaf
	1 menit
	Surat Keterangan ditandatangani
	

	7
	Surat Keterangan selesai dan diserahkan
	



	
	
	
	
	Surat Keterangan ditandatangani
	1 menit
	Surat Keterangan diterima pemohon
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	PEMERINTAH   KABUPATEN   PONOROGO
KECAMATAN  BADEGAN
Jalan Raya Ponorogo- Solo Nomor 123 A
BADEGAN




	Nomor  SOP
	1.4.2

	
	Tanggal Pembuatan
	[image: Description: TT Sus-1]28  Desember 2017.

	
	Tanggal Revisi
	 

	
	Tanggal Efektif
	 2  Januari  2018.

	
	Disahkan oleh
	CAMAT BADEGAN




[image: Description: TT Sus-1]SUSANTO, SH
Pembina Tk I
NIP. 19600203 198301 1 003


	SEKSI KESEHATERAAN MASYARAKAT ( KESMAS )
	Nama SOP
	Legalisasi    Surat Keterangan   Masyarakat Tidak Mampu Bidang Kesehatan

	Dasar Hukum :
	Kualifikasi Pelaksana :

	6. Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 58, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah  Daerah Propinsi  dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 ;
3. Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 35 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor  Tahun 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Orgnaisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
	

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang  ketentuan naskah dinas
2. Memiliki kewenangan untuk membuat dan mengeluarkan Surat Keterangan  dimaksud.

	Keterkaitan :
	Peralatan/Perlengkapan :

	1.	SOP    surat   bagi Masyarakat Tidak Mampu Bidang Pendidikan
	1.   Komputer dan kelengkapannya 2.  Meja dan  kusi,    3.  ATK

	Peringatan :
	Pencatatan dan Pendataan :

	
1.	Agar mengutamakan warga yang memang benar‐benar tidak mampu
	
1. Buku Register



	NO 
	
KEGIATAN
	PELAKSANA
	MUTU BAKU
	

KET.

	
	
	
PEMOHON
	PETUGAS KECAMATAN
	KASI 
KESMAS
	
SEKCAM 
	
CAMAT
	
KELENGKAPAN
	
WAKTU
	
 OUTPUT 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Mengajukan permohonan Surat Keterangan
	
	
	
	
	
	Pesyaratan Surat Keterangan
	2 menit
	Berkas Pesyaratan Surat Keterangan diterima
	

	2
	Menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi                     
	        

 Tidak Lengkap       
	
	Lengkap
	
	
	Berkas Pesyaratan Surat Keterangan
	2 menit
	Kelengkapan pesyaratan
	

	3
	Verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi
	
	
	
	
	
	kelengkapan Pesyaratan Surat Keterangan
	2 menit
	Berkas Surat Keterangan
	

	4
	Membuatkan  Surat Keterangan
	



	
	
	
	
	Berkas  Surat Keterangan
	5  menit 
	Berkas Surat Keterangan
	

	5
	Meneliti , mengoreksi dan memberikan paraf
	



	
	
	
	
	Berkas Pesyaratan Surat Keterangan
	2 menit
	Surat Keterangan diparaf
	

	6
	Penandatanganan Surat Keterangan
	



	
	
	
	
	Pesyaratan Surat Keterangan yang diparaf
	1 menit
	Surat Keterangan ditandatangani
	

	7
	Surat Keterangan selesai dan diserahkan
	



	
	
	
	
	Surat Keterangan ditandatangani
	1 menit
	Surat Keterangan diterima pemohon
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	Nomor  SOP
	1.4.3

	
	Tanggal Pembuatan
	[image: Description: TT Sus-1]28  Desember 2017.

	
	Tanggal Revisi
	 

	
	Tanggal Efektif
	 2  Januari  2018.

	
	Disahkan oleh
	CAMAT BADEGAN




[image: Description: TT Sus-1]SUSANTO, SH
Pembina Tk I
NIP. 19600203 198301 1 003


	SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ( KESMAS)
	Nama SOP
	   Dispensasi Nikah

	Dasar Hukum :
	Kualifikasi Pelaksana :

	
1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 ;
3. Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 35 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor  Tahun 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Orgnaisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;

	
1. Memahami peraturan Undang‐Undang Perkawinan 
2. Memiliki kewenangan untuk membuat dan mengeluarkan Dispensasi Nikah  

	Keterkaitan :
	Peralatan/Perlengkapan :

	1. SOP  Dispensasi Nikah

	1. Komputer dan kelengkapannya
2. Meja dan  kusi
3. ATK

	Peringatan :
	Pencatatan dan Pendataan :

	
1.	Agar memperhatian Identitas Pemohon
	
1.	Buku  Register 






	
NO 
	
KEGIATAN
	PELAKSANA
	MUTU BAKU
	

KET.

	
	
	
PEMOHON
	PETUGAS KECAMATAN
	KASI 
KESMAS
	
SEKCAM 
	
CAMAT
	
KELENGKAPAN
	
WAKTU
	
 OUTPUT 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Mengajukan permohonan Surat Dispensasi Nikah
	
	
	
	
	
	Pesyaratan Surat Dispensasi Nikah
	2 menit
	Berkas Pesyaratan Dispensasi Nikah diterima
	

	2
	Menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi                     
	        

 Tidak Lengkap       
	
	Lengkap
	
	
	Berkas Pesyaratan Surat Dispensasi Nikah
	2 menit
	Kelengkapan pesyaratan Dispensasi Nikah
	

	3
	Verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi
	
	
	
	
	
	kelengkapan Pesyaratan Surat Dispensasi Nikah
	2 menit
	Berkas Dispensasi Nikah
	

	4
	Membuatkan  Surat Dispensasi Nikah
	



	
	
	
	
	Berkas  Surat Dispensasi Nikah
	5  menit 
	Berkas Surat Dispensasi Nikah
	

	5
	Meneliti , mengoreksi dan memberikan paraf
	



	
	
	
	
	Berkas Pesyaratan Surat Dispensasi Nikah
	1 menit
	Surat Dispensasi Nikah diparaf
	

	6
	Penandatanganan Surat Dispensasi Nikah
	



	
	
	
	
	Pesyaratan Surat Dispensasi Nikah yang diparaf
	1 menit
	Surat Dispensasi Nikah ditandatangani
	

	7
	Surat Dispensasi Nikah selesai dan diserahkan
	



	
	
	
	
	Surat Dispensasi Nikah ditandatangani
	1 menit
	Surat Dispensasi Nikah diterima pemohon
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	Nomor  SOP
	1.4.4

	
	Tanggal Pembuatan
	[image: Description: TT Sus-1]28  Desember 2017.

	
	Tanggal Revisi
	 

	
	Tanggal Efektif
	 2  Januari  2018.

	
	Disahkan oleh
	CAMAT BADEGAN




[image: Description: TT Sus-1]SUSANTO, SH
Pembina Tk I
NIP. 19600203 198301 1 003


	SEKSI KESEHATERAAN MASYARAKAT ( KESMAS )
	Nama SOP
	Legalisasi    Proposal Permohonan Bantuan

	Dasar Hukum :
	Kualifikasi Pelaksana :

	7. Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 58, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 ;
3 Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 35 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
4 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor  Tahun 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Orgnaisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
	
1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang  ketentuan naskah dinas
2. Memiliki kewenangan untuk membuat dan mengeluarkan rekomendasi   dimaksud.

	Keterkaitan :
	Peralatan/Perlengkapan :

	1. SOP  Proposal Permohonan Bantuan
	1.   Komputer dan kelengkapannya  2.  Meja dan  kusi    3.  ATK

	Peringatan :
	Pencatatan dan Pendataan :

	
Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan dikabulkan
Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait
	
1.	Buku Register




	
NO 
	
KEGIATAN
	PELAKSANA
	MUTU BAKU
	

KET.

	
	
	
PEMOHON
	PETUGAS KECAMATAN
	KASI 
KESMAS
	
SEKCAM 
	
CAMAT
	
KELENGKAPAN
	
WAKTU
	
 OUTPUT 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Mengajukan permohonan Proposal Bantuan
	
	
	
	
	
	Pesyaratan Proposal Bantuan
	2 menit
	Pesyaratan Proposal Bantuan diterima
	

	2
	Menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi                     
	        

 Tidak Lengkap       
	
	Lengkap
	
	
	Berkas Pesyaratan Proposal Bantuan
	2 menit
	Kelengkapan Proposal Bantuan
	

	3
	Verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi
	
	
	
	
	
	kelengkapan Pesyaratan Proposal Bantuan
	3 menit
	Berkas Proposal Bantuan
	

	4
	Berkas  Proposal Bantuan
	



	
	
	
	
	Berkas  Proposal Bantuan
	3 menit 
	Berkas Surat Keterangan
	

	5
	Meneliti , mengoreksi dan memberikan paraf
	



	
	
	
	
	Berkas Pesyaratan Proposal Bantuan
	31menit
	Berkas  Proposal Bantuan diparaf
	

	6
	Penandatanganan Proposal Bantuan
	



	
	
	
	
	Pesyaratan Proposal Bantuan yang diparaf
	1 menit
	Proposal Bantuan ditandatangani
	

	7
	Proposal Bantuan selesai dan diserahkan
	



	
	
	
	
	Proposal Bantuan ditandatangani
	1 menit
	Proposal Bantuan diterima pemohon
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